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    BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Hak Asasi Manusia (HAM) didalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia. Istilah HAM dalam bahasa asing dikenal dengan 

istilah-istilah sebagai berikut, yaitu: human rights (istilah dari bahasa Inggris), 

droit de l’homme (istilah dari bahasa Perancis) serta menselijkerechten atau 

grondrechten (bahasa Belanda) Sedangkan pengertian HAM itu sendiri adalah hak 

dari manusia yang kepentingannya dilindungi oleh hukum sehingga bersifat 

individu dan melekat keberadaan haknya pada manusia sebagai subjek hukum 

serta pemilik hak tersebut (subjectief recht).1   

Istilah Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia adalah hak dan 

kewajiban yang muncul dan dimiliki setiap manusia disebabkan khodrat sebagai 

manusia yang mana hak tersebut bersifat universal sehingga hak tersebut tidak 

dapat dicabut (inalienable). Istilah HAM dalam bahasa asing dikenal dengan 

istilah-istilah sebagai berikut, yaitu: human rights (istilah dari bahasa Inggris), 

droit de l’homme (istilah dari bahasa Perancis) serta menselijkerechten atau 

grondrechten (bahasa Belanda). Namun hak yang melekat pada subjek hukum 

 
 

 1 Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, Bandung, ANDI, 2017, hlm. 49.  
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(subjectief recht) tidak akan perna terwujud tanpa ada aturan hukum yang 

mengaturnya (objectief recht). Sehingga kesimpulan dari pengertian ham ialah 

hak yang dimiliki secara mutlak terdahap subjek hukum dalam mejalankan suatu 

kebebasan untuk melakukan sesuatu namun tidak dibolehkan untuk melanggar 

HAM orang lain.  

Selain hak yang terdapat dalam HAM, setiap manusia juga memiliki 

kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan 

(rechts domatiek) sehingga keduanya saling mengikat (binding). Sehingga dalam 

menjalankan hak setiap individu haruslah menjalankan kewajibannya untuk tidak 

melanggar hak dari orang lain.  Menurut Mochtar Kusumaatmadja adanya HAM 

haruslah diikutin dengan munculnya Hukum HAM yang didalamnya mencakup 

asas dan kaidah yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban sebagai manusia. 

Dalam menjalankan Hukum HAM maka memerlukan lembaga untuk menjalankan 

pengaturan tersebut demi melakukan sebuah perlindungan terhadap harkat serta 

martabat sebagai manusia.  Adanya Hukum HAM haruslah mencerminkan konsep 

konsep yang sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga memberikan dampak 

positif dalam menjalankan Hukum HAM, hal tersebut adalah:   

a. Harus memuat aturan normatif tentang penanganan HAM  

b. Memuat dasar Hukum HAM 

c. Adanya tujuan yang menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

d. Terbentuknya struktur rancangan Hukum HAM  

e.  Mengikuti kultur yang ada dimasyarakat sehingga dalam menjalankan 

Hukum HAM unsur-unsurnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.   
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f. Mampu melakukan pengendalian terhadap penegakan, penerapan dan 

melakukan penjatuhan hukuman terhadap setiap pelanggaran Hukum HAM  

g. Menjalankan pola berpikir yang ilmiah tentang Hukum HAM  

h. Terciptanya pengembangan pada Hukum HAM  

i. Terciptanya hasil dari sistem Hukum HAM untuk dapat menjalankan 

kehidupan yang tertip dalam bermasyarakat.  

Didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu konsepsi tentang HAM 

telah ada dan berkembang sesuai dengan hasil amandemenan yang dilakukan pada 

Undang- Undang iDasar i1945, idinilai itelah imencerminkan isuatu icorak 

ikehidupannya isendiri.2 iSalah isatu idari iHak iAsasi imanusia iadalah ihak 

iwarga inegara iikut iserta idalam i ipemilu, iatau ilebih idikenal idengan ihak 

ipolitik. iHak ipolitik isendiri idibagi iatas idua ihak iyaitu ihak idipilih idan ihak 

imemilih. iKedua ihak iini idijamin idalam iUndang-Undang ino i39 iTahun i1999 

itentang ihak iasasi imanusia. iTepat inya ipada iPasal i43 iyang imenyatakan 

isetiap iwarga inegara iberhak iuntuk idipilih idan imemilih idalam ipemilihan 

iumum iberdasarkan ipersamaan ihak imelalui ipemungutan isuara iyang 

ilangsung, iumum, ibebas, irahasia, ijujur idan iadil isesuai idengan iketentuan 

iperaturan iperUndang-Undangan.3 

Salah isatu ipemilihan iumum iyang isangat idiminati imasyarakat iadalah 

ipemilihan ikepala idesa, ihal iini idikarenakan idalam ipemilihan ikepala idesa 

imasyarakat ikecil idapat imengambil ibagian isecara ilangsung idi idesa inya. 

 
 

2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 



4 
 

 

iTentang ipemilihan ikepala idesa isendiri idi iatur idalam iperaturan ipemerintah 

iNomor i43 iTahun i2014 itentang iperaturan ipelaksanaan iUndang-Undang 

iNomor i6 iTahun i2014 itentang idesa. iDalam iPasal i41 iayat i(3) ihuruf ib. 

ipenelitian ikelengkapan ipersyaratan iadministrasi, iklarifikasi, iserta ipenetapan 

idan ipengumuman inama icalon idalam ijangka iwaktu i20 i(dua ipuluh) iHari; 

Yang idimaksud idengan i“kelengkapan ipersyaratan iadministrasi” iadalah 

idokumen imengenai ipersyaratan iadministrasi ibakal icalon, iantara ilain, iterdiri 

iatas: i 

 1.  surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat 

tingkat kabupaten/kota;  

2.  surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh 

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 

3.  surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan 

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 

segel atau bermeterai cukup;  

4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir 

yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat 

yang berwenang;  

5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;  

6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh 

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;  
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7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 

1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan 

kepala Desa setempat;  

8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih;  

9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut 

hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

hukum tetap;  

10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan   

11. surat keterangan dari pemerintah daerah  kabupaten/kota dan surat 

pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa 

selama 3 (tiga) kali masa jabatan.    

Setelah ibakal icalon imemenuhi ipersyaratan isebagai imana idimaksud 

idalam iPasal i41 iayat i(3) ihuruf iB. idan itahapan iselanjutnya iadalah 

ipenetapan icalon ikepala iDesa isebagaimana idimaksud ipada ihuruf ib ipaling 

isedikit i2 i(dua) iorang idan ipaling ibanyak i5 i(lima) iorang icalon. iHal iini 

ijuga idi itekankan idalam i iPasal i41 iayat i(3) ihuruf iB. iPeraturan ipemerintah 

iNomor i43 iTahun i2014 itentang iperaturan ipelaksanaan iUndang-Undang 

iNomor i6 iTahun i2014 itentang idesa. iDalam ihal ibakal icalon ilebih idari i5 

(lima) iorang imaka ipanitia iharus imelakukan iseleksi itambahan iuntuk 

imenetapkan i5 (lima)iorang icalon iterbaik. Contoh kasus pembatasan HAM yang 
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terjadi di Indonesia telah menimbulkan tekanan politik antara calon dan para 

pendukungnya. Seperti kasus yang terjadi di desa Pasongsongan kabupaten 

Sumenep yang terjadi pilkades pada Tahun 2020 lalu, dimana terdapat 8 calon 

yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk menjadi calon tetap 

dalam pilkades tersebut. Namun, karena adanya pembatasan lima calon ini, maka 

dilakukan proses seleksi dengan system point untuk mendapatkan lima calon 

dengan nilai tertinggi. Penilaian dilakukan dengen mempertimbangkan 

diantaranya usia, pendidikan, pengalaman kerja di instansi pemerintahan, 

domisili, dan test komprehensif yang dilakukan secara tertutup. Berbagai polemik 

terjadi, karena calon yang sebelumnya dinilai memiliki suara terbanyak gagal 

dalam proses seleksi. Momentum ini sangat jelas tidak mengindahkan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain melanggar hak asasi manusia, 

pembatasan 5 (lima) calon juga tidak menjadikan pilkades secara demokratis. 

Oleh ikarena iitu ipeneliti itertarik iuntuk imeneliti itentang iadanya ibatasan 

imaksimal i5 (lima) icalon ikepala idesa idalam iperspektif ihak iasasi imanusia.  

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan pencalonan dalam pemilihan kepala desa yang 

terdapat dalam  Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 

2. Apakah pengaturan pembatasan lima calon kepala desa dalam Peraturan 

Pemerintah no. 43 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia?  
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1.3  Tujuan  Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka 

yang menjadikan tujuan dalam penelitia n adalah untuk mengetahui tentang 

pengaturan pencalonan dalam pemilihan kepala desa serta untuk mengetahui 

tentang pembatasan jumlah calon kepala desa yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 

no 6 Tahun 2014 tentang desa dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.   

1.4  Kegunaan  Penelitian   

 Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang 

adanya batas jumlah calon kepala desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa. perspektif Hak Asasi Manusia terhadap pihak-pihak terkait, 

utamanya  tentang hak politik seseorang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih  

dalam pemilihan kepala desa yang akan berlangsung. Dengan hal tersebut penulis 

menghasilkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.  

1.4.1 Kegunaan  Teoritis 

 Kegunaan Teoritis menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pemilihan kepala desa khusus nya terhadap adanya batasan jumlah calon kepala 

desa yang maksimal 5 (lima) orang dikaitkan dengan hak politik seseorang yaitu 

hak memilih dan dipilih.   
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1.4.2  Kegunaan Praktis 

 Kegunaan Praktis Dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak 

pihak yang terkait mengenai adanya batas jumlah maksimal 5 (lima) calon 

kepala desa dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia utamanya dengan hak politik.    
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No. 

 

Peneliti 

Sebelumnya 

 

Judul Penelitian 

 

Fokus 

Pembahasan 

 

Korelasi 

Dengan 

Penelitian Ini 

 

1. Sunny 

ummul 

firdaus 

Pembatasan hak 

politik dalam sistem 

demokrasi 

Indonesia 

Skripsi ini 

membahas 

Terkait dengan 

pembatasan hak 

politik di Indonesia 

ditinjau dari sistem 

demokrasi yang ada 

di Indonesia. 

Perbedaan 

penelitian 

sebelumnya 

dengan skripsi 

ini terletak pada 

spesifikasi hak 

asasi manusia 

dalam 

demokrasi di 

tingkat desa. 

2. Nadiya 

syafira 

maulana 

putri 

Pembatasan hak 

politik di Indonesia 

dalam perspektif 

hukum tata negara 

Skripsi ini 

membahas 

Tentang 

pembatasan hak 

politik dalam 

perspektif hukum 

tata Negara. 

Pembeda 

penelitian 

sebelumnya 

lebih 

mendekatkan 

pembatasan 

HAM dalam 

perspektif 

konstitusi, 

sedangkan 

skripsi ini 

terhadap UU 

HAM. 

3. Shultan 

Thaha 

saifuddin 

 

 

 

Analisis yuridis 

pencabutan hak 

politik terpidana 

korupsi dalam 

perspektif Hak 

Asasi Manusia. 

Skripsi ini 

membahas tentang 

pencabutan hak 

politik seseorang 

dalam perspektif 

Hak Asasi Manusia 

Penelitian 

sebelumnya 

membahasa 

terkait status 

narapidana yang 

diabatsi hak 

politiknya, 
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1.5 Keaslian Penelitian 

 Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang 

akan di tulis, berikut di sajikan dalam bentuk table, table memperliahatkan 

keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Tabel Penelitian 

sedangkan 

skripsi ini tidak 

mengaitkan 

terhadap 

terpidana 

melainkan pada 

ketentuan 

pembatasan lima 

(5) calon kepala 

desa. 
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1.6  Metode Penelitian 

1.6.1  Jenis Penelitian 

Jenis ipenelitian iskripsi iini imerupakan ipenelitian ihukum inormative 

iatau idoctrinal, iYaitu ipenelitian iyang iberupaya imelakukan iinventarisasi 

ihukum ipositif; ipenemuan iasas; idan ipenemuan ihukum ipositif iserta 

ipenemuan ihukum iin iconcreto iyang iditerapkan ipada iperkara ihukum 

itertentu. iserta ipenemuan ihukum iin iconcreto iyang iditerapkan ipada iperkara 

ihukum itertentu. i 

1.6.2  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

iPendekatan iPerUndang-Undangan i(Statute iApproach) idan ipendekatan 

ikonseptual. iPendekatan iperUndang-Undangan idilakukan idengan imenelaah 

isemua iperaturan iperundangundangan idan iregulasi iyang ibersangkut ipaut 

idengan iisu ihukum iyang iditeliti. 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum  

1.6.3.1  Bahan Hukum Primer 

       Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas.bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- 

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-

Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer  yang 

digunakandalam skripsi ini antara lain: 

1) Undang-Undang dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19999 tentang Hak Asasi Manusia 
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3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pePeraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 

1.6.3.2  Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan 

hukum primer, buku, artikel (surat kabar, majalah, internet), jurnal hukum, 

kamus, dan skripsi yang berkaitan dengan semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi, dan komentar-komentar atas putusan 

hakim.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundangundangan yang 

bersifat normatif. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan 

peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. 

 

1.6.5 Analisa Bahan Hukum 

         Analisa ibahan ihukum iadalah imetode iyang iakan idigunakan ioleh 

ipenulis iuntuk imemberikan ijawaban iatas ipermasalahan iyang iakan idi 

ibahas. iSehingga idalam ihal imelakukan ipenganalisisan ibahan iyang itelah idi 

iperoleh, imaka ipenulis imelakukan idengan icara imelihat idari ibeberapa 

ipermasalahan iyang ikemudian iakan idilihat ibagaimana iseharusnya iperihal 

ipenegakan ihukum itersebut. iMaka isebab iitu ipenulis imelakukan 

ipengumpulan idata iyang ibersumber idari iperaturan iperundangundangan idan 
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ikasus iyang iada idimasyarakat. iMaka iberdasarkan ilangkah-langkah itersebut 

ipenulis iakan imelakukan itelaah iatas iisu ihukum iyang itelah idirumuskan 

iberdasarkan irumusan imasalah iuntuk imenarik ikesimpulan iberdasarkan 

ibahan-bahan ihukum iyang itelah iterkumpul idengan imenggunakan imetode 

ianalisa ibahan ihukum ideduktif iyaitu iberpangkal idari isuatu ipermasalahan 

iyang isecara iumum isampai idalam ihal-hal iyang ibersifat ikhusus. iMaka 

idemikian, iagar idapat idicapai itujuan iyang idiinginkan idalam ipenulisan 

iskripsi, iyaitu iuntuk imenjawab iisu ihukum iyang itelah iada. iSehingga ipada 

iakhirnya ipenulis idapat imemberikan ipreskripsi imengenai iapa iyang 

iharusnya idilakukan idan idapat iditerapkan. 
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